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Abstrak

Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang di terapkan berbeda-beda
sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Di antara perbedaan karakteristik
yang sangat mancolok antara pemerintah Dinasti Bani Umayyah dengan Dinasti Bani
Abbasiyah, terletak pada orientasi kebijakan yang dikeluarkannya. Pemerintah Dinasti
Bani Umayyah orientasi kebijakan yang dikeluarkannya selalu pada upaya perluasan
wilayah kekuasaanya. Sementara pemerintah Dinasti Bani Abbasiyah, lebih menfokuskan
diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa
pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu,
usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang
harus dilakukan. Untuk itu, pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah memperbaharui
sistem politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran.Agar semua kebijakan militer
terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk
departemen pertahanan dan keamanan, yang disebut diwanul jundi. Departemen inilah
yamg mengatur semua yang berkaiatan dengan kemiliteran dan pertahanan
keamanan.Pembentuka lembaga ini didasari atas kenyataan polotik militer bahwa pada
masa pemertintahan Dinasti Abbasiyah, banyak terjadi pemberontakan dan bahkan
beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Keywords; Sepak terjang, Demokrasi dan Masyarakat Islam

A. Pada Masa Rasullah Saw.

Sebenarnya tanpa mengkiblat bangsa Barat, Islam sendiri mempunyai sebuah
gambaran sebuah sistem tata negara yang sangat demokratis apabila ditelaah secara
mendalam. Hal itu terefleksi dari kandungan ayat-ayat al- Qur'an dan petunjuk-
petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan telah terbukti sebagaimana Rasulullah
telah menyatukan Bangsa Arab yang bersuku-suku, bertabiat keras dan mengelompok
dengan kepemimpinannya yang demokratis.

Buku-buku sejarah mencatat bahwa di luar otoritas keagamaan yang menjadi
tugas utamanya sebagai rasulullah, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang
demokratis dalam berbagai hal. Bahkan ketika terjadi kasus-kasus yang tidak
mempunyai sandaran keagamaan (wahyu) Beliau bersikap demokratis dengan
mengadopsi pendapat para sahabatnya, hingga memperoleh arahan ketetapan dari
Allah.

Sosok kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., dalam kapasitasnya sebagai
pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding
tampak dalam praktek musyawarah yang dilakukan dalam beberapa contoh berikut
ini: Dalam al-Qur’an terdapat dua ayat yang menyatakan pujian terhadap orang-orang
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yang melaksanakan musyawarah sebelum mengambil keputusan, dan perintah
melaksanakan musyawarah. Dalam surah al-Syura: 42/38 dan surah ali-Imran: 3/159.
Perintah musyawarah dalam ayat terakhir ini bisa bermakna khusus dan bisa
bermakna umum. “wahai umat Islam bermusyawaralah kamu dalam memecahkan
setiap masalah kemasyrakatan. Kewajiban ini diamanahkan bagi penyelenggara
urusan negara dan yang berwenag menangani urusan masyarakat. Nabi telah
membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya, dan tekadang juga meminta
pendapat dari salah seorang dari mereka. !

Sikap demokratis Nabi Muhammad SAW, ini barangkali merupakan sikap
demokratis pertama di Semenanjung Arabia, di tengah-tengah masyarakat padang
pasir yang paternalistik, masih menjunjung tinggi status-status sosial klan dan non
egaliter. Sebagai contoh bukti kedemokratisan Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai
berikut:

1. Ketika Nabi Muhammad SAW diminta suku-suku Arab menjadi
penguasa sipil (non-agama) di luar status beliau sebagai pemegang
otoritas agama, beliau mengambil pernyataan setia orang-orang yang
ingin tunduk dalam kekuasaan Beliau sebagi tehnik memperoleh
legitimasi kekuasaan. Perjanjian ini dikenal dengan “Perjanjian
Aqobah”. Perjanjian ini didikuti oleh 12 orang dan pada perjanjian
Aqabah II diikuti oleh 73 orang.” Dari titik ini para ulama Islam sejak
dulu menegaskan bahwa kekuasaan pada asalnya di tangan rakyat,
karena itu kekuasaan tidak boleh dipaksakan tanpa ada kerelaan dari
hati rakyat. Dan kerelaan itu dinyatakan dalam sumpah setia tersebut.

2. Ketika Beliau membentuk negara pertama kali dalam Islam, yaitu
Negara Madinah —yang multi agama— Beliau tidak menggunakan Al
Qur’an sebagai konstitusi negara. Karena Al Qur’an hanya berlaku
bagi orang-orang yang mempercayainya. Beliau menyusun “Piagam
Madinah” berdasarkan kesepakatan dengan orang-orang Yahudi
sebagai konstitusi Negara Madinah. Pada masa Negara Madinah ini
pula Beliau mengenalkan konsep “Bangsa” (al Ummah) sebagai satu
kesatuan warga negara Madinah tanpa membedakan asal usul suku.’

3. Ketika muncul pihak-pihak yang bersikap intoleran dan khianat
terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama maupun dari
masyarakat Arab, sehingga meletus berbagai peperangan seperti
perang Badar, Uhud dan Ahzab serta hingga terjadi Fath al-Makkah (8
H). Pada serangkaian peristiwa tersebut, sikap yang diberikan umat
Islam pada pihak lawan sangatlah penuh penghargaan dan diplomasi
yang bijaksana.’

Sebelum Beliau wafat (11 H/632 M) seluruh jazirah Arab telah bersatu dibawah
satu kekuatan politik, hal ini menarik untuk dikaji. Belum pernah dalam sejarah orang-
orang Nomad padang pasir itu dapat dipersatukan. Watak mereka yang keras akibat
gemblengan alam yang tidak ramah, sifat egois, dan angkuh tidak mau diperintah,
dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran Islam. Bahkan sejak
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waktu itu masyarakat Arab Baduwi yang tidak dikenal, kini muncul sebagai satu
kekuatan yang membawa obor penerang sehingga dunia pun menjadi kaget.5

Dari kenyataan sejarah tersebut, maka benarlah mengapa Nabi Muhammad
SAW termasuk dalam predikat tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Dengan
sikap kepemimpinan yang penuh diplomatis, yang tidak hanya diperuntukkan kepada
umatnya, namun juga kepada pihak-pihak yang selalu oposisi terhadap Beliau.

B. Pada Masa Khulafaurrasyidin

Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata Beliau tidak memberi
petunjuk/wasiat tentang bagaimanakah sistem tatanan negara yang harus dijalankan
oleh umat Islam, apakah semisal bangsa-bangsa Yunani atau Romawi. Karena pada
waktu Nabi SWA memimpin umat Islam, tidak ada sebuah sistem yang jelas dalam
ke’ca’canegaraan.6 Karena pada waktu itu integritas umat sangatlah kental dan karena
adanya sebuah paradigma yang masih sangat kuat untuk senantiasa taat kepada Allah
dan Rasul-Nya.

Meskipun demikian, sebenarnya Nabi SAW telah memberikan contoh
bagaimana sebuah negara dijalankan, yaitu asas musyawarah. Beliau senantiasa
bermusyawarah dengan para sahabat setiap akan menghadapi sebuah peperangan,
tidak semata-mata atas pemikiran Beliau. Beliau senantiasa membuka lebar pendapat
sahabat-sahabatnya. Sehingga tanpa disusun adanya teori, Nabi Muhammad SAW
menganjurkan —bahkan menurut ahli figih, anjuran Nabi SAW bisa berarti perintah —
asas musyawarah yang tiada lain sama dengan demokrasi.

Kepemimpinan setelah Nabi SAW wafat dan nilai demokratisnya, semakin
memudar seiring perjalanan pergantian pemimpin umat Islam. Jelasnya akan dikaji
sebagaimana berikut:

1. Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah Nabi wafat, umat Islam terjadi konflik yang kritis mengenai siapakah
pengganti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menunjuk siapa-siapa yang akan
menggantikan Beliau, bahkan bagaimana memilih dan mencari sosok tersebut Beliau
tidak memberikan petunjuk. Dalam menanggapi masalah ini para sahabat yang terbagi
menjadi empat kelompok (Kaum Anshor, Muhajirin, keluarga dekat Nabi/ Ahlul Bait
dan kelompok Aristokrat Mekkah)’ berkumpul untuk membicarakan siapa yang akan
memegang kepemimpinan umat.

Kemudian mereka berkumpul di Sagifah Bani Saidah untuk membicarakan
lebih lanjut mengenai kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW. Awalnya diwarnai
ketegangan diantara golongan karena masih diwarnai semangat golongan/kelompok.
Masing-masing mengangggap kelompoknya yang paling baik dan berjasa terhadap
Islam, sehingga berhak menduduki jabatan khalifah. Namun pada akhirnya semua
mufakat—bukan sekedar suara terbanyak —kepemimpinan umat akan dipegang oleh
Abu Bakar.®
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Musyawarah yang menghasilkan “mufakat bulat” itu merupakan suatu tradisi
baru dalam musyawarah yang berdasarkan ukhuwah. Menurut Fazlur Rahman bahwa
sistem syura dalam al-Qur’an adalah mengubah syura dari sebuah institusi suku
menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan
hubungan iman.’ Dilihat dari perspektif ini, maka pilihan kelompok muslim modernis
kepada demokrasi bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, atau sesuatu yang bersifat
akomodatif terhadap institusi politik demokratik Barat, tetapi al-Qur'an memang
mengajar demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada masa awal
kepemimpinan umat.

Kepemimpinan Abu Bakar sangat diwarnai jiwa yang demokratis. Selama masa
dua tahun memegang tampu pemerintahan, sangatlah nampak kedemokrasian Abu
Bakar. Kepemimpinannya dapat disimpulkan dari salah satu isi pidatonya pada hari
pembaiatan bahwa ia akan mengakui kekurangan dan kelemahannya serta
membl((e)rikan hak berpendapat untuk menegur dan memperbaiki khalifah bila berbuat
salah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum Abu Bakar membentuk lembaga
Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan
kepada Abu Ubaidah, sahabat nabi yang digelari amin al-ummah (kepercayaan
ummat). Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan
kepada Umar bin Khattab. Kebijaksanaan lain yang ditempuh Abu Bakar adalah
membagi sama rata hasil rampasan perang (ghanimah). Dalam hal ini, ia berbeda
pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan
berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah
semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam akan mendapat balasan dari Allah
SWT di akhirat. Karena itu, biarlah di dunia mereka mendapat bagian yang sama.''

2. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Pemilihan Umar bin Khathab sebagai khalifah berbeda sebagaimana pemilihan
Abu Bakar. Abu Bakar terpilih melalui forum musyawarah untuk mufakat, dalam
forum terbuka yang dihadiri oleh rakyat pada umumnya di Bani Saidah. Umar
menjadi khalifah atas penunjukan langsung oleh khalifah Abu Bakar.

Khalifah Abu Bakar melakukan hal tersebut sudah barang tentu tidak dibuat-
buat, tetapi justru dilandasi argumentasi dan pertimbangan khusus, antara lain: (1)
Situasi politik di dalam negeri masih dianggap rawan, sebab banyk pembesar yang
berambisi untuk menduduki jabatan khalifah; (2) Trauma psikologis Abu Bakar
terhadap peristiwa di Saqgifah Bani Saidah; (3) Negara dalam keadaan perang yang
memiliki dua kubu militer, satu pihak menghadapi tentara Persia, dan di lain pihak
berhadapan dengan pihak Romawi, sehingga dikhawatirkan bahwa kekuatan militer
akan digunakan untuk mendukung interest politik. 12

Namun demikian, tidaklah Abu Bakar meninggalkan tradisi dari Nabi SAW
untuk senantiasa bermusyawarah. Sebelum Abu Bakar memutuskan hal tersebut,
terlebih dahulu dia bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, antara lain:
Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Usaid bin Hudhair al Anshori, Said bin Zaid,
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dan lain-lain dari kaum Muhajirin dan Anshor. Ternyata mereka tidak keberatan
untuk mencalonkan Umar.

Di awal pembaitannya sebagai khalifah Umar bin Khattab berpidato di depan
kaum muslimin, dia berkata:

“Saudara-saudara! Saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena
segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah saya pun akan enggan memikul tanggung
jawab ini.” Lalu ia menengadah ke atas dan berdoa: “Allahumma ya Allah, aku ini
sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, aku sangat
lemah, maka berilah aku kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, maka
jadikanlah aku orang yang drmawan bermurah hati.” Umar berhenti sejenak,
menunggu suasana lebih tenang. Kemudian ia berkata: ”“Allah telah menguji kalian
dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, sekarang saya
yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi
lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu
meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik akan saya
balas dengan kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan terimalah bencana yang
akan saya timpakan pada mereka.” "

Dalam pidato awal kepemimpinannya itu Umar tidak menempatkan dirinya
lebih tinggi dari umat Islam lainnya, justru Umar menempatkan dirinya sebagai
pelayan masyarakat. Suatu kali Umar berpidato di depan para Gubernurnya:
“Ingatlah, saya mengangkat Anda bukan untuk memerintah rakyat, tapi agar Anda
melayani mereka. Anda harus memberi contoh dengan tindakan yang baik sehingga
rakyat dapat meneladani Anda.”"

Dalam pidato awal itupun Umar menegaskan bahwa semua orang sejajar di
mata hukum, bahwa yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan dan yang
melakukan kejahatan akan dihukum sesuai kadarnya, tidak memandang siapa dan
seberapa kaya. Suatu ketika anaknya sendiri yang bernama Abu Syahma, dilaporkan
terbiasa meminum khamar. Umar memanggilnya menghadap dan ia sendiri yang
mendera anak itu sampai meninggal. Cemeti yang dipakai menghukum Abu Syahma
ditancapkan di atas kuburan anak itu.

Bukan hanya itu, Umar bin Khattab membuka keran pendapat seluas-luasnya.
Umar dengan lapang dada mendengarkan kritik dan saran dari rakyatnya. Suatu kali
dalam sebuah rapat umum, seseorang berteriak: “O, Umar, takutlah kepada Tuhan.”
Para hadirin bermaksud membungkam orang itu, tapi khalifah mencegahnya sambil
berkata: “Jika sikap jujur seperti itu tidak ditunjukan oleh rakyat, rakyat menjadi tidak
ada artinya. Jika kita tidak mendengarkannya, kita akan seperti mereka.” Suatu
kebebasan menyampaikan pendapat telah dipraktekan dengan baik.'®

Umar pernah berkata, “Kata-kata seorang Muslim biasa sama beratnya dengan
ucapan komandannya atau khalifahnya.” Demokrasi sejati seperti ini diajarkan dan
dilaksanakan selama kekhalifahan al-rasyidin hampir tidak ada persamaannya dalam
sejarah umat manusia. Islam sebagai agama yang demokratis, seperti digariskan al-
Qur'an, dengan tegas meletakkan dasar kehidupan demokrasi dalam kehidupan
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Muslimin, dan dengan demikian setiap masalah kenegaraan harus dilaksanakan
melalui konsultasi dan perundingan.

Adapun yang telah dilakukan oleh Umar selama menjabat sebagai khalifah
antara lain sebagai berikut:"’

a. Pembentukan Majelis Permusyawaratan dan Dewan Pertimbangan

Musyawarah bukan bentuk pembatasan wewenang khalifah dalam
memimpin kaum muslimin seperti dalam pengertian parlemen sekarang ini.
Musyawarah dilakukan sebagai upaya mencari ke-ridho-an dan keberkahan Allah
dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Keputusan tertinggi tetap berada
ditangan khalifah.

Nabi Saw. sendiri tidak pernah mengambil keputusan penting tanpa
melakukan musyawarah, kecuali yang sifatnya wahyu dari Allah SWT. Pohon
demokrasi dalam Islam yang ditanam Nabi dan dipelihara oleh Abu Bakar mencapai
puncaknya pada masa Khalifah Umar. Semasa pemerintahan Umar telah dibentuk dua
badan penasehat. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum atau majelis
permusyawaratan yang diundang bersidang bila negara menghadapi bahaya.'®
Sifatnya insidental dan melibatkan banyak orang yang mempunyai kompetensi akan
masalah yang sedang dibicarakan. Sedang yang satu lagi adalah badan khusus yang
terdiri dari orang-orang yang integritasnya tidak diragukan untuk diajak
membicarakan hal rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan
pegawai sipil serta lainnya dapat dibawa ke badan khusus ini, dan keputusannya
dipatuhi.

b. Pembentukan Lembaga Peradilan yang Independent.

Selama masa pemerintahan Umar diadakan pemisahan antara kekuasaan
pengadilan dan kekuasaan eksekutif. Von Hamer mengatakan, “Dahulu hakim
diangkat dan sekarang pun masih diangkat. Hakim ush-Shara ialah penguasa yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang, karena undang-undang menguasai seluruh
keputusan pengadilan, dan para gubernur dikuasakan menjalankan keputusan itu.
Dengan demikian dengan wusianya yang masih sangat muda, Islam telah
mengumandangkan dalam kata dan perbuatan, pemisahan antara kekuasaan
pengadilan dan kekuasaan eksekutif.” Pemisahan seperti itu belum lagi dicapai oleh
negara-negara paling maju, sekalipun di zaman modern ini."

Pemisahan wewenang ini menghidupkan check and balance antara eksekutif
yang melaksanakan pemerintahan dengan lembaga peradilan sebagai ujung tombak
penegakkan hukum. Dengan sistem ini eksekutif tidak dapat mengintervensi
keputusan dan proses hukum yang sedang berjalan, hingga jauh dari budaya korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Maka sesungguhnya, jauh sebelum ada teori tentang trias politica (eksekutif,
yudikatif dan legislatif), Umar bin Khattab sudah menerapkan hal tersebut. Cuma
perbedaannya Umar tidak menjadikannya sebagai teori, tapi Umar menerapkan dalam
pemerintahannya. Sebagaimana yang pernah Umar sampaikan di depan kaum
muslimin: “Saudara-saudaraku! Aku bukanlah rajamu yang ingin menjadikan anda
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sebagai budak. Aku adalah hamba Allah dan pengabdi hamba-Nya. Kepadaku telah
dipercayakan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan pemerintahan khilafah.
Adalah tugasku membuat Anda senang dalam segala hal, dan akan menjadi hari nahas
bagiku jika timbul keinginan barang sekalipun agar Anda melayaniku. Aku berhasrat
mendidik Anda bukan melalui perintah-perintah, tetapi melalui perbuatan.” Umar
menc;l(i)dik rakyatnya dengan perbuatan dan contoh, bukan dengan teori dan kata-
kata.

c. Sistem Monitoring dan Kontroling Pemerintah Daerah

Wilayah kedaulatan umat Islam yang semakin meluas mengharuskan Umar
bin Khattab sebagai khalifah melakukan monitoring dan kontroling yang baik
terhadap gubernur-gubernurnya. Sebelum diangkat seorang gubernur harus
menandatangani pernyataan yang mensyaratkan bahwa “Dia harus mengenakan
pakaian sederhana, makan roti yang kasar, dan setiap orang yang ingin mengadukan
suatu hal bebas menghadapnya setiap saat.””' Lalu dibuat daftar barang bergerak dan
tidak bergerak begitu pegawai tinggi yang terpilih diangkat. Daftar itu akan diteliti
pada setiap waktu tertentu, dan penguasa tersebut harus mempertanggungjawabkan
terhadap setiap hartanya yang bertambah dengan sangat mencolok. Pada saat musim
haji setiap tahunnya, semua pegawai tinggi harus melapor kepada Khalifah. Menurut
penulis buku Kitab ul-Kharaj, setiap orang berhak mengadukan kesalahan pejabat
negara, yang tertinggi sekalipun, dan pengaduan itu harus dilayani. Bila terbukti
bersalah, pejabat tersebut mendapat ganjaran hukuman.”

Selain itu, Umar mengangkat seorang penyidik keliling, dia adalah
Muhammad bin Muslamah Ansari, seorang yang dikenal berintegritas tinggi. Dia
mengunjungi berbagai negara dan meneliti pengaduan masyarakat. Sekali waktu,
khalifah menerima pengaduan bahwa Sa’ad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, telah
membangun sebuah istana. Seketika itu juga Umar memutus Muhammad Ansari
untuk menyaksikan adanya bagian istana yang ternyata menghambat jalan masuk
kepemukiman sebagian penduduk Kufah. Bagian istana yang merugikan kepentingan
umum itu kemudian dibongkar. Kasus pengaduan lainnya menyebabkan Sa’ad
dipecat dari jaba’carmya.23

d. Pembentukkan Lembaga Keuangan (Baitul Mal)

Umar bin Khattab menaruh perhatian yang sangat besar dalam usaha
perbaikan keuangan negara, dengan menempatkannya pada kedudukan yang sehat. Ia
membentuk “Diwan” (departemen keuangan) yang dipercayakan menjalankan
administrasi pendapatan negara.

Kas negara dipungut dari zakat, Kharaj dan jizyah. Zakat atau pajak yang
dikenakan secara bertahap terhadap Muslim yang berharta. Kharaj atau pajak bumi
dan Jizyah atau pajak perseorangan. Pajak yang dikenakan pada orang non Muslim
jauh lebih kecil jumlahnya dari pada yang dibebankan pada kaum Muslimin. Umar bin
Khattab menetapkan pajak bumi menurut jenis penggunaan tanah yang terkena. Ia
menetapkan 4 dirham untuk satu Jarib gandum. Sejumlah 2 dirham dikenakan untuk
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luas tanah yang sama tapi ditanami gersb (gandum pembuat ragi). Padang rumput
dan tanah yang tidak ditanami tidak dipungut pajak. Menurut sumber-sumber sejarah
yang dapat dipercaya, pendapatan pajak tahunan di Irak berjumlah 860 juta dirham.
Jumlah itu tak pernah terlampaui pada masa setelah wafatnya Umar.”

Pendapat Umar terhadap uang rakyatpun sangat keras, Umar berkata: Aku
tidak berkuasa apa pun terhadap Baitul Mal (harta umum) selain sebagai petugas
penjaga milik anak yatim piatu. Jika aku kaya, aku mengambil uang sedikit sebagai
pemenuh kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian! Aku abdi kalian, kalian
harus mengawasi dan menanyakan segala tindakanku. Salah satu hal yang harus
diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku harus bekerja di atas
prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakya’c.26

Dalam penggunaan anggaran kas negara ini, Umar membentuk departemen-
departemen yang dibutuhkan, contohnya Departemen Kesejahteraan Rakyat,
Departemen Pertanian. Departemen Kesejahteraan Rakyat dibentuk untuk mengawasi
pekerjaan pembangunan dan melanjutkan rencana-rencana. Dibidang pertanian Umar
memperkenalkan reform (penataan) yang luas, hal yang bahkan tidak terdapat di
negara-negara berkebudayaan tinggi di zaman modern ini. Salah satu dari reform itu
ialah penghapusan zamin dari (tuan tanah), sehingga pada gilirannya terhapus pula
beban buruk yang mencekik petani penggarap.

3. Masa Khalifah Usman bin Affan

Menjelang wafatnya Umar bin Khattab, beliau menunjuk 6 orang sahabatnya
untuk dicalonkan sebagai pengganti. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi
Thalib, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, dan
Thalhah bin Ubaidillah.”” Keenam orang tersebut disebut sebagai ahlul Halli wal Aqdi.

Alasan Umar menunjuk keenam orang tersebut karena ia merasa tidak sebaik
Abu Bakar dalam menunjuk penggantinya, juga tidak sebaik Rasulullah SAW untuk
membiarkan para sahabat memilih pengganti. Maka diambillah jalan tengah dengan
membentuk tim formatur untuk bermusyawarah menentukan pengganti dirinya.28

Karena kelompok tersebut beranggotakan 6 orang, maka untuk mencegah
terjadinya suara yang sama ketika diadakan voting, dimasukkanlah Abdullah bin
Umar, putra Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar hanya berhak memilih, namun tak
berhak untuk dipilih sebagai khalifah. Dari hasil voting, terpilihlah Usman bin Affan
sebagai khalifah selanjutnya. Ia dipilih pada bulan Dzulhidzah tahun 23 H dan dilantik

29
pada awal Muharram 24 H.

Usman bin Affan Menjabat sebagai khalifah semenjak 23-35 H atau 644-656
Masehi. Ia merupakan khalifah yang memerintah terlama, yaitu 12 tahun. Dari segi
politik, pada masa pemerintahannya ia banyak melakukan perluasan daerah Islam dan
merupakan khalifah yang paling banyak melakukan perluasan. Hal ini sebanding
dengan lamanya ia menjabat sebagai khalifah. Pada masanya, Islam telah berkembang
pada seluruh daerah Persia, Tebristan, Azerbizan dan Armenia. Pesatnya
perkembangan wilayah Islam didasarkan karena tingginya semangat dakwah

Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013



54

menyebarkan agama Islam. Selain itu, sikap para pendakwah Islam yang santun dan
adil membuat Islam mudah untuk diterima para penduduk wilayah-wilayah tersebut.

Selain banyak melakukan perluasan daerah, dari segi politik, Usman adalah
khalifah pertama yang membangun angkatan laut. Alasan pembuatan angkatan laut
tersebut masih berhubungan dengan keinginan untuk memperluas daerah Islam.
Karena untuk mencapai daerah-daerah yang akan ditaklukkan harus melalui perairan,
Utsman berinisiatif untuk membentuk angkatan laut. Selain itu, pada saat itu banyak
terjadi serangan-serangan dari laut. Hal ini semakin memperkuat alasan Usman untuk
membentuk angkatan laut.*

Dari segi ekonomi, yaitu tentang pelaksanaan baitul maal, Ustman hanya
melanjutkan pelaksanaan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu Abu
Bakar dan Umar. Namun, pada masa Utsman, Ia dianggap telah melakukan korupsi
karena terlalu banyak mengambil uang dari baitul maal untuk diberikan kepada
kerabat-kerabatnya. Padahal, tujuan dari pemberian uang tersebut karena Utsman
ingin menjaga tali silaturahim. Selain itu, disamping dari segi baitul maal, Utsman juga
meningkatkan pertanian. la memerintahkan untuk menggunakan lahan-lahan yang tak
terpakai sebagai lahan pertanian.

Dari segi pajak, Usman sama seperti dari segi baitul mal, melanjutkan
perpajakan yang telah ada pada masa Umar. Namun sayangnya, pada masa Usman
pemberlakuan pajak tidak berjalan baik sebagaimana ketika masa Umar. Pada masa
Usman, demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia banyak melakukan
perbaikan fasilitas, seperti perbaikan jalan-jalan dan sebagainya.

Dari dimensi sosial budaya, ilmu pengetahuan berkembang dengan baik.
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan
wilayah Islam.>> Dengan adanya perluasan wilayah, maka banyak para sahabat yang
mendatangi wilayah tersebut dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Selain itu,
adanya pertukaran pemikiran antara penduduk asli dengan para sahabat juga
menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Dari segi sosial budaya,
Utsman juga membangun mahkamah peradilan. Hal ini merupakan sebuah terobosan,
karena sebelumnya peradilan dilakukan di mesjid. Utsman juga melakukan
penyeragaman bacaan Al Qur’an juga perluasan Mesjid Haram dan Mesjid Nabawi.

Penyeragaman bacaan dilakukan karena pada masa Rasulullah Saw, Beliau
memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab wuntuk membaca dan
menghafalkan Al Qur'an menurut lahjah (dialek)  masing-masing.  Seiring
bertambahnya wilayah Islam, dan banyaknya bangsa—bangsa yang memeluk agama
Islam, pembacaan pun menjadi semakin bervariasi. . Akhirnya sahabat Huzaifah bin
Yaman mengusulkan kepada Utsman untuk menyeragamkan bacaan. Utsman pun lalu
membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit untuk menyalin mushaf yang
disimpan oleh Hafsah dan menyeragamkan bacaan Qur’an. Perluasan Mesjid Haram
dan Mesjid Nabawi sendiri dilakukan karena semakin bertambah banyaknya umat
muslim yang melaksanakan haji setiap tahunnya.

Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Usman menjadi dua
periode, enam tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan enam
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tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada akhir
pemerintahan Utsman, terjadi banyak konflik, seperti tuduhan nepotisme dan tuduhan
pemborosan uang Negara. Tuduhan pemborosan uang Negara karena Usman
dianggap terlalu boros mengambil uang baitul mal untuk diberikan kepada
kerabatnya, dan tuduhan nepotisme karena Usman dianggap mengangkat pejabat-
pejabat yang merupakan kerabatnya. Padahal, tuduhan ini terbukti tidak benar karena
tidak semuanya pejabat yang diangkat merupakan kerabatnya. Selain itu, meski
kerabatnya sendiri, jika pejabat tersebut melakukan kesalahan, maka Usman tidak
segan-segan untuk menghukum dan memecatnya.34

Sayangnya, tuduhan nepotisme itu terlalu kuat. Sehingga banyak yang
beranggapan bahwa Usman melakukan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan adanya
golongan Syiah, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap Ali dan berharap Ali
yang menjadi khalifah, bukan Usman. Fitnah yang terus melanda Usman inilah yang
memicu kekacauan dan akhirnya menyebabkan Usman terbunuh di rumahnya setelah
dimasuki oleh sekelompok orang yang berdemonstrasi di depan rumahnya. Setelah
meninggalnya Usman, Ali lalu ditunjuk menjadi penggantinya untuk mencegah
kekacauan yang lebih lanjut.

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan tiga orang
khalifah sebelumnya. Ali dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas
meninggalnya Usman bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan
umat Islam Madinah. Sebab, kaum pemberontak yang membunuh Usman mendaulat
Ali agar bersedia dibai’at menjadi khalifah. Setelah Usman terbunuh, kaum
pemberontak mendatangi para sahabat senior satu per satu yang ada di kota Madinah,
seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin
Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan
tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih
menginginkan Ali menjadi khalifah. Ali didatangi beberapa kali oleh kelompok-
kelompok tersebut agar bersedia dibai’at menjadi khalifah. Namun, Ali menolak.
Sebab, Ali menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan
mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi, setelah
massa mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar
tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai’at menjadi
khalifah.”

Ali dibai’at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshar serta para tokoh
sahabat, seperti Thalhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti
Abdullah bin Umar bin Khaththab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi
Waqqash, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di
Madinah tidak mau ikut membai'at Ali. Abdullah dan Saad misalnya bersedia
membai’at kalau seluruh rakyat sudah membai’at. Mengenai Thalhah dan Zubair,
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mereka membai’at secara terpaksa. Mereka bersedia membai’at jika nanti mereka
diangkat menjadi gubernur di Kufah dan Bashrah.*

Dengan demikian, Ali tidak dibai’at oleh kaum muslimin secara aklamasi
karena banyak sahabat senior ketika itu tidak barada di kota Madinah, mereka tersebar
di wilayah-wilayah taklukan baru, dan wilayah Islam sudah meluas ke luar kota
Madinah sehingga umat Islam tidak hanya berada di tanah Hejaz (Mekkah, Madinah,
dan Thaif), tetapi sudah tersebar Jazirah Arab dan di luarnya. Salah seorang tokoh
yang menolak untuk membai’at Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah
Mu’awiyah bin Abi Sufyan, keluarga Usman dan Gubernur Syam. Alasan yang
dikemukakan karena menurutnya Ali tidak bertanggung jawab dan tidak
menindaklanjuti pencarian pelaku atas pembunuhan Usman tetapi malah
mengutamakan pemerintahannya.

Pada hari Jum’at di Masjid Nabawi, mereka melakukan pembai’atan. Setelah
pelantikan selesai, Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang
kurang tenang di Masjid Nabawi. Setelah memuji dan mengagungkan Allah,
selanjutnya Ali berkata:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan Kitab sebagai petunjuk yang menjelaskan
kebaikan dan keburukan. Maka ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Allah telah
menetapkan segala kewajiban, kerjakanlah! Maka Allah menuntunmu ke surga. Sesungguhnya
Allah telah mengharamkan hal-hal yang haram dengan jelas, memuliakan kehormatan orang
muslim dari pada yang lainnya, menekankan keikhlasan dan tauhid sebagai hak muslim.
Seorang muslim adalah yang dapat menjaga keselamatan muslim lainnya dari ucapan dan
tangannya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan alasan yang dibenarkan.
Bersegeralah membenahi kepentingan umum, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu
dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja, dari sejengkal tanah hingga binatang ternak.
Taatlah kepada Allah jangan mendurhakai-Nya. Bila melihat kebaikan ambillah, dan bila
melihat keburukan tinggalkanlah.”

“Wahai manusia, kamu telah membai’at saya sebagaimana yang kamu telah lakukan
terhadap khalifah-khalifah yang dulu daripada saya. Saya hanya boleh menolak sebelum jatuh
pilihan. Akan tetapi, jika pilihan telah jatuh, penolakan tidak boleh lagi. Imam harus kuat,
teguh, dan rakyat harus tunduk dan patuh. Bai’at terhadap diri saya ini adalah bai’at yang
merata dan umum. Barang siapa yang mungkir darinya, terpisahlah dia dari agama Islam.”’

Pada masa Pemerintahan Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan
Umar, yakni menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Usman
kepada kaum kerabatnya. Selain itu juga Ali Bin Abi Thalib kemudian bertekad untuk
mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, tetapi Mua'wiyah, gubenur
syria, menolaknya. Oleh karenanya khalifah Ali harus menghadapi kesulitan dengan
Bani Ummayah.

Ketika masa akhir dari ke khalifahan Ali Bin Abi Thalib Islam mengalami
perpecahan, sehingga menjadi tiga golongan, yaitu: Mu’awiyah, Syi’ah (pengikut Ali)
dan Khawarij (orang yang keluar dari kelompok Ali). Sepeninggal Ali Bin Abi Thalib
ke khalifahan dilanjutkan oleh anaknya, yakni Hasan. Hasan memiliki kepribadian
yang tidak begitu tegas, keras seperti ayahnya. Sehingga jalan pemerintahan yang
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diambil oleh dia ialah jalan };erundingan perdamaian, dan umat Islam pada saat ini
dikuasai oleh mu’awiyah. . Begitulah sistem pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin
berakhir, dan berlanjut dengan sistem kerajaan yang dipimpin oleh Mu’awiyah.

C. Pada Masa Umayyah dan Bani Abbasiyah
1. Masa Dinasti Umayyah

Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya
kekuasan yang berpola Dinasti atau kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya
khalifah Ali yang masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu
pemilihan khalifah dengan proses musyawarah akan terasa berbeda ketika memasuki
pola kepemimpinan dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya.

Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung Dbersifat
kekuasaan foedal dan turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan,
adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui
dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam
menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti
sesudah khulafaur rasyidin. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama
yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan. % Perintisan dinasti ini dilakukannya
dengan cara menolak pembai’atan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian ia
memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi
politik yang sangat menguntungkan baginya.

Jatuhnya Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak
khawarij (kelompok yang membangkan dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun
kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan
yang kuat dan kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya
bertahan sampai beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan
kepada Muawiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan
sesudahnya adalah diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada
tahun 661 M / 41 H dan dikenal dengan tahun persatuan (am jama’ah) karena perjanjian
ini mempersatukan ummat Islam menjadi satu kepemimopinan, namun secara tidak
langsung mengubah pola pemerintahan menjadi kerajaan.4

Meskipun begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru
dalam kemajuan peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan sumbangan-
sumbangannya dalam perluasan wilayah, kemajuan pendidikan, kebudayaan dan lain
sebagainya.

Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah ini
menjadi tonggak formal berdirinya kelahiran Dinasti Umayyah di bawah pimpinan
khalifah pertama, Muawiyah ibn Abu Sufyan.41

Proses penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan
dilakukan di suatu tempat yang bernama Maskin dengan ditandai pengangkatan
sumpah setia. Dengan demikian, ia telah berhasil meraih cita-cita untuk menjadi
seorang pemimpin umat Islam menggantikan posisi dari Hasan bin Ali sebagai
khalifah.
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Meskipun Muawiyah tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari warga
kota Bashrah, usaha ini tidak henti-hentinya dilakukan oleh Muawiyah sampai
akhirnya secara defacto dan dejure jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan
Muawiyah bin Abi Sufyan.

Dengan demikian berdirilah dinasti baru yaitu Dinasti Bani Umayyah (661-
750 M) yang mengubah gaya kepemimpinannya dengan cara meniru gaya
kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-
anaknya secara turun temurun. Keadaan ini yang menandai berakhirnya sistem
pemerintahan khalifah yang didasari asas “demokrasi” untuk menentukan pemimpin
umat Islam yang menjadi pilihan mereka. Pada masa kekuasaan Bani umayyah ibu
kota negara dipindahkan muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat la berkuasa
Sebagai gubernur Sebelumnya.42

Namun perlawanan terhadap bani Umayyah tetap terjadi, perlawanan ini
dimulai oleh Husein ibn Ali, Putra kedua Khalifah Ali bin Abi Thalib. Husein menolak
melakukan bai’at kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah ketika yazid naik
tahta. Pada tahun 680 M, ia pindah dari Mekah ke Kufah atas permintaan golongan
syi'ah yang ada di Irak. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka
Mengangkat Husein sebagai Khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di
Karbela, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husein kalah dan Husein sendiri mati
terbunul;é Kepalanya dipengal dan dikirim ke damaskus, sedang tubuhnya dikubur di
Karbala.

Salah satu pernyataan Muawiyah ibn Abi Sufyan yaitu “Aku tidak akan
menggunakan pedang ketika cukup mengunakan cambuk, dan tidak akan
mengunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut
sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat
mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka
mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras.”**

Pernyataan di atas cukup mewakili sosok Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ia cerdas
dan cerdik. Ia seorang politisi ulung dan seorang negarawan yang mampu
membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Ia pendiri sebuah dinasti
besar yang mampu bertahan selama hampir satu abad. Dia lah pendiri Dinasti
Umayyah, seorang pemimpin yang paling berpengaruh pada abad ke 7 H*

Di tangannya, seni berpolitik mengalami kemajuan luar biasa melebihi tokoh-
tokoh muslim lainnya. Baginya, politik adalah senjata maha dahsyat untuk mencapai
ambisi kekuasaaanya. Ia wujudkan seni berpolitiknya dengan membangun Dinasti
Umayyah.

Gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah (41 H/661 M)
berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya yaitu masa pemerintahan
Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara
demokratis dengan kepemimpinan kharismatik yang demokratis sementara para
penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan
menggunakan sistem Monarchi Heredities, yaitu kepemimpinan yang di wariskan
secara turun temurun. *°
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Kekhalifahan Muawiyyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu
daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara
turun temurun dimulai ketika Muawiyyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk
menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh
Monarchi di Persia dan Binzantium. Dia memang tetap menggunakan istilah Khalifah,
namun dia memberikan interprestasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan
jabatan tersebut.*’” Dia menyebutnya “Khalifah Allah” dalam pengertian “Penguasa”
yang di angkat oleh Allah.*®

Karena proses berdirinya pemerintahan Bani Umayyah tidak dilakukan secara
demokratis dimana pemimpinnya dipilih melalui musyawarah, melainkan dengan
cara-cara yang tidak baik dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali
(41 H/661M) akibatnya, terjadi beberapa perubahan prinsip dan berkembangnya corak
baru yang sangat mempengaruhi kekuasaan dan perkembangan umat Islam.
Diantaranya pemilihan khalifah dilakukan berdasarkan menunjuk langsung oleh
khalifah sebelumnya dengan cara mengangkat seorang putra mahkota yang menjadi
khalifah berikutnya.

Orang yang pertama kali menunjuk putra mahkota adalah Muawiyah bin Abi
Sufyan dengan mengangkat Yazib bin Muawiyah. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan
berkuasa (661 M-681 M), para penguasa Bani Umayyah menunjuk penggantinya yang
akan menggantikan kedudukannya kelak, hal ini terjadi karena Muawiyah sendiri
yang mempelopori proses dan sistem kerajaan dengan menunjuk Yazid sebagai putra
mahkota yang akan menggantikan kedudukannya kelak. Penunjukan ini dilakukan
Muawiyah atas saran Al-Mukhiran bin Sukan, agar terhindar dari pergolakan dan
konflik politik intern umat Islam seperti yang pernah terjadi pada masa-masa
sebelumnya.49

Sejak saat itu, sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah telah meninggalkan
tradisi musyawarah untuk memilih pemimpin umat Islam. Untuk mendapatkan
pengesahan, para penguasa Dinasti Bani Umayyah kemudian memerintahkan para
pemuka agama untuk melakukan sumpah setia (bai’at) dihadapan sang khalifah.
Padahal, sistem pengangkatan para penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip
dasar demokrasi dan ajaran permusyawaratan Islam yang dilakukan khulafaur
rasyidin.

Selain terjadi perubahan dalm sistem pemerintahan, pada masa pemerintahan
Bani Umayyah juga terdapat perubahan lain misalnya masalah baitul mal. Pada masa
pemerintahan khulafaur rasyidin, Baitul mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat,
karena setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan
tetapi sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, baitul mal beralih
kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga ra;'a seluruh penguasa Dinasti Bani
Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz (717-729 M).

2. Masa Dinasti Bani Abbasiyah

Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah berakhir, maka pemerintahan Islam
digantikan oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan
dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan Umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada
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al-Abbas paman Nabi Muhammad saw. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk dukungan
terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelah wafat Rasulullah saw.,
yaitu menyandarkan khilafah kepada keluarga Rasulullah dan kerabatnya.

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan
usaha perebutan kekuasaan, Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan
kekuasaan sejak masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berkuasa. Khalifah
itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syi’ah. Gerakan
itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, seperti Ali bin Abdullah bin
Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan,
meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim
meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan
karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangan
Abu Abbas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah,
termasuk khalifah Marwan II yang sedang berkuasa.’’

Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas
kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang
secara nasab lebih dekat dengan Nabi saw. Menurut mereka, orang Bani Umayyah
secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi perang siffin. Oleh karena itu, untuk
mendirikan Dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan yang luar biasa,
melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah.52

Pergantian kekuasaan Dinasti Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah diwarnai
dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama
Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang
panjang dalam sejarah Islam.

Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah, menjelang
berakhirnya Bani Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain
disebabkan:

1. Penindasan yang terus menerus terhadap pengikut Ali dan Bani
Hasyim pada umumnya.

2. Merendahkan kaum Muslimin yang bukan Bangsa Arab sehingga
mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan.

3. Pelanggaran terhadap Ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan
cara terang—terangan.‘r’3

Oleh karena itu, logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan
mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Bani Umayyah. Gerakan ini
menghimpun;

a) Keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah;
b) Keturunan Abbas (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman;
¢) Keturunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasany.**

Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini, pada tahun
132 H./750 M. tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibn
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Muhammad, khalifah terakhir Bani Umaiyah. Atas pembunuhan Marwan, mulailah
berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah yang pertama, yaitu Abdullah
ibn Muhammad, dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah, pada tahun 132-136 H./750-754
M55

Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat
pemerintahan, dengan Abu al-Saffah (750-754 M) sebagai Khalifah pertama. Khalifah
penggantinya, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M.) memindahkan pusat pemerintahan
ke Bagdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan
pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Bani Abbasiyah menjadi lima
periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul
penguasa selama masa 508 tahun Bani Abbasiyah mengalami tiga kali pergantian
penguasa, yakni Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk.56

Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah
sebagai berikut:

a. Bani Abbas (750-932 M.)
1) Khalifah Abu Abas al-Saffah (750-754 M.)

2) Khalifah Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M.)
3) Khalifah al-Mahdi (775-785 M.)

4) Khalifah al Hadi (775-776 M.)

5) Khalifah Harun al-Rasyid (776-809 M.)

6) Khalifah al-Amin (809-813 M.)

7) Khalifah al-Makmun (813-633 M.)

8) Khalifdah al-Mu’tasim (833-842 M.)

9) Khalifah al-Wasiq ( 842-847 M.)
10) Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M.)
b. Bani Buwaihi (932-107 5M.)
1) Khalifah al-Kahir (932-934 M.)
2) Khalifah al-Radi (934-940 M.)
3) Khalifah al-Mustaqi (943-944 M.)
4) Khalifah al-Muktakfi (944-946 M.)
5) Khalifal al-Mufi (946-974 M.)
c. Bani Saljuk
1) Khalifah al-Muktadi (1075-1048 M.)
2) Khalifah al-Mustazhir (1074-1118 M.)
3) Khalifah al-Mustasid (1118-1135 M.)*’

Abu Su'ud’® dalam bukunya mengemuakakan bahwa pemerintahan Bani
Abbasiyah dibagi ke dalam lima periode, yakni :

a. Periode Pertama (750-847 M)

Pada periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyah masih menekankan pada
kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Bani Abasiyah ini telah
diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas al-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, maka
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puncak keemasan dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, sejak masa
Khalifah al-Mahdi (775-785 M.) hinga Khalifah al-Wasiq (842-847 M.). Zaman
keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah al-Ja’far, dan
mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Dimasa-masa itu para
Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusasteraan pada
khususnya dan kebudayaan pada umumnya.

b. Periode Kedua (232 H./847 M. - 334H./945M.)

Kebijakan Khalifah al-Mukasim (833-842 M.), untuk memilih anasir Turki
dalam ketentaraan kekhalifahan Abasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan
antara golongan Arab dan Persia, pada masa al-Makmun dan sebelumnya.khalifah al-
Mutawakkil (842-861 M.) merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang
lemah.

Pemberontakan masih  bermunculan dalam periode ini, seperti
pemberontakan Zanj di dataran rendah Irak selatan dan Karamitah yang berpusat di
Bahrain. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada
periode ini adalah; Pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan,
sementara komunikasi lambat. Kedua, profesionalisasi tentara menyebabkan
ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan
karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Setelah kekuatan militer merosot,
khalifah tidak sanggup lagi memaksa pengiriman pajak ke Bagdad.

c. Periode Ketiga (334 H./945 M.-447 H./1055 M.)

Posisi Bani Abasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwaihi
merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan Khalifah lebih buruk ketimbang di
masa sebelumnya, lebih-lebih karena Bani Buwaihi menganut aliran Syi’ah. Akibatnya
kedudukan Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji.
Sementara itu Bani Buwaihi telah membagi kekuasaanya kepada tiga bersaudara. Ali
menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasi wilayah bagian utara, dan
Ahmad menguasai wilayah al-Ahwaz, Wasit, dan Bagdad. Bagdad dalam periode ini
tidak sebagai pusat pemerintahan Islam, karena telah pindah ke Syiraz dimana
berkuasa Ali bin Buwaihi.

d. Periode Keempat (447 H./1055M.-590 H./1199 M.)

Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah
Abbasiyah. Kehadirannya atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani
Buwaihi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena
kewibawannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai
orang-orang Syi’ah.

e. Periode Kelima (590 H./1199 M.-656 H./1258 M.)

Telah terjadi perubahaan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini,
Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu.
Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Bagdad dan sekitarnya. Sempitnya
wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya, pada masa inilah
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tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Bagdad tanpa perlawanan pada tahun 656
H./1256 M.

D. Kesimpulan

Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang di terapkan
berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Di antara
perbedaan karakteristik yang sangat mancolok antara pemerintah Dinasti Bani
Umayyah dengan Dinasti Bani Abbasiyah, terletak pada orientasi kebijakan yang
dikeluarkannya. Pemerintah Dinasti Bani Umayyah orientasi kebijakan yang
dikeluarkannya selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaanya. Sementara
pemerintah Dinasti Bani Abbasiyah, lebih menfokuskan diri pada upaya
pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa pemerintahan
ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu, usaha untuk
mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus
dilakukan. Untuk itu, pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah memperbaharui sistem
politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran.”

Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka
pemerintah Dinasti Abbasiyah membentuk departemen pertahanan dan keamanan,
yang disebut diwanul jundi. Departemen inilah yamg mengatur semua yang berkaiatan
dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan.Pembentuka lembaga ini didasari atas
kenyataan polotik militer bahwa pada masa pemertintahan Dinasti Abbasiyah, banyak
terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari
pemerintahan Dinasti Abbasiyah.
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